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Kampung Ledhok

Kampung Gondolayu Lor

Interaksi Antar-Aktor
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Advocacy Coalition Framework
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Coalition B
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Basic attribute of
the problem area
Fundamental
culture values and
social structure

Resources

Pemukiman Wedi Kengser di Kampung
Ledhok

Kebijakan Citizenship

Street-level bureaucrat (Kelurahan Muja
Muju), City-level bureaucrat (Dinas Sosial,
Tenaga Kernja, dan Transmigrasi Kota
Yogyakarta), dan non-governmental
Organization (TAABAH)

Kesetaraan hak untuk setiap anggota
masyarakat

Pro-human development

Kebijakan khusus mengenai persamaan hak
(misalnya, pembuatan kartu tanda
penduduk, penerimaan bantuan sosial dari
pemerintah daerah melalui hak memiliki
kartu menuju sejahtera untuk komunitas
Kampung Ledhok).

Kejelasan  status tinggal komunitas
Kampung Ledhok
Legal Rights dan Human Rights

Otoritas legal-fomal, opini publik, informasi,
sumber keuangan, dan keterampilan
kepemimpinan.
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Kampung Ledhok

Policy Subsystem
Lingkup Teritorial

Lingkup Substantif
Partisipan
Kebijakan

Belief System
Deep Core Beliefs

Policy Core Beliefs
Secondary Beliefs

Constraints
Basic attribute of
the problem area
Fundamental
culture values and
social structure
Resources

Pemukiman Wedi Kengser di Kampung
Ledhok

Kebijakan Citizenship

Street-level bureaucrat (Kelurahan Muja
Muju), City-level bureaucrat (Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota
Yogyakarta), dan non-governmental
Organization (TAABAH)

Kesetaraan hak untuk setiap anggota
masyarakat

Pro-human development

Kebijakan khusus mengenai persamaan hak
(misalnya, pembuatan  karfu  tanda
penduduk, penerimaan bantuan sosial dari
pemerintah daerah melalui hak memiliki
kartu menuju sejahtera untuk komunitas
Kampung Ledhok).

Kejelasan  status  tinggal  komunitas
Kampung Ledhok
Legal Rights dan Human Rights

Otoritas legal-formal, opini publik, informasi,
sumber keuangan, dan keterampilan
kepemimpinan.

Kampung Gondolayu Lor

Policy Subsystem

Lingkup Teritorial

Pemukiman Wedi Kengser di
Kampung Ledhok

Lingkup Substantif

Kebijakan Citizenship

Partisipan Kebijakan

Local government, street level
bureaucrat, Dinas Pekerjaan
Umum, Dinas Lingkungan dan
Kesehatan, Pemerintah Kota,
Komunitas Gondolayu Lor

Belief System

Deep Core Beliefs

Kesetaraan hak untuk setiap
anggota masyarakat

Policy Core Beliefs

Pro-human development

Secondary Beliefs

Penyediaan sanitasi yang layak

Constraints

Basic attribute of the
problem area

Kejelasan status tinggal komunitas
Kampung Gondolayu Lor

Fundamental culture
values and social
structure

Legal Rights dan Human Rights

Resources

Otoritas legal-formal, opini publik,
informasi, sumber keuangan, dan
keterampilan kepemimpinan.

Advocacy*Coalition Frameéework




Imagine Community

Local Development Framework
.DF) untuk masyarakat slum

area.
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